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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOI'AAN
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KABUPATEN MUST RAWAS TAHUN 2019

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bah$,a untuk tertib admirdstrasi Tahun 2019 telai
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Belalja Dana Desa, Alokasi

Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah darr Retribusi Daerai
Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun

2019;

b. bahwa berdasarkan tugas pokok darl fungsi dalam

menentukao besatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2019 menjadi kewenangan Badan Pajak

dan Retribusi Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019

telrtang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa'

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 perlu diada](an perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja

Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019,

: 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapr4ia di Sumatera

Selatan (lambaran Negaia Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan L€mbaran Nega.ra Republik Indonesia

Nomor 1821);

Mengingat
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4.

5.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Irmbamrr Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuargan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambalnn lfmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Ta}rurr 2014 Nomor 244, Tamba.I.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Unda.ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbar:an
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 terltarLg Desa (lrmbaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentarrg Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 teotang Darla
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nega.ra (I-embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana teLah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Ta-hun 2014 teotang Dana Desa yang bersumber
dari Anggarafl Pendapatan dan Belanja Negara (Lemba.an
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 1O7 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan BeLanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 244);
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7.

8.
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9.

10_

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentar8 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 114 Tahun 2O14

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentarrg Badan Permu$yawaratan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan berdasar:kan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.o7/2O16
tentang Pengelolarl Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir Peraturan
Meateri Keuangan Nomor 121/PMK.O7 /20la Te']tal]g
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangal Nomor
50 /PMK.O7 /2017 tentang Peflgelolaan Transfer ke Daerah
dan DarE Desa {Berita Negara Republik Indonesia ?ahun
2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dafi Tfansmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O16

Nomor 11);

Peratura! Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggat'an 2019 (l€mbaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O18 Nomor 1O).

13.

15.

16.

14.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANGMenetapkan PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TEMANG

PEDOMAN TEKNIS PENGEI.OIAAN BELANJA AI,OKASI DANA

DESA, DANA DESA, BAGI TIASIL PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM

KAI}UPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019.
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Pasa] I

Beberapa ketentuan da.larn Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah D€sa Dalam

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2019 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VnI Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB. VIII

BAGI HASIL PA.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Pasal 30

Pengaturan mengenai Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah Desa Tahun 2OL9 akar^ diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati tersendiii.

Pasal ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal rt Mlf6{ 2019

t
RAWAS,BUPATI

In" ?'
Diundangkar di Muara Beliti
pada tanggsl ?s Atc.t 2Ol9

q. SEKRETARIS DAERAH

h", - 
*ty"*"- ""'l RAwAS'

\
EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPAIEN MUSI

4

RAWAS TAHUN 2OI9 NOMOR .!.?..


